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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 2 TAHUM 2017
TENTANG

[ZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINT (PALID)
TAMAN KANAK-KANAK (TK ) YUDAWACANA
DESA PINANGRAJA KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang . a  bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK] YUDAWACANA
Desa Pinangraja Kecamatan Jatiwangi Kabupalen Majalengka Nomar 421.1/38-
TKYDWR2017 langgal 23 Janvari 2M7 perihal Permohonan Perpanjangan Jjin
Operasional, sural Rekomendasi Hepala UPTD Pendidikan Kocamatan
Jatwangi Nomor 421/25-UPTD Pendidikan tanggal 31 Januai 20M6 serta
berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan peninjauan [apangan oleh Tim
Verfikasi Fenyelenggaraan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas
Pendidikan Kabupalen Maiatengka.

b. bshwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan b serta sesusi dengan
kelentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tzhun 2003 lentang Sistem
Pendidikan Nasional, dipandang pedu diterbitkan izin  penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TH) YUDAWACANA
Desa Pinangraja Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembeniukan Daerah-Daerah
Kabupalen Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berla Negara Repubik
Indonesia Tahun 1950}, sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 fentang Pembentukan Kabupaten Purwakara dan
Kabupalen Subang dengan mengubah Undang-Undang Momar 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jewa Baral (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 1968 Momor 31,
Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 2851):

Mengingat

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pondidikan Masiona
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor 78, Tambahan
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomaor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang Pemerintahan Daersh
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 lentang
Pemesiniah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomar
30, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Momor 56759)
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Masional
Pendidikan (Lembaran MNegara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41,Tambahan Llembaran Negara Repubfk Indonesia Momor  4496)
sebagaimana telah diubah beberapa kali ferakhir dengan Peraturan Pemeriniah
Nomor 13 Tahun 2015 fentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemeriniah
Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nazional Pendidikan {Lembaran Negam
Republik. Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Renubilk Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemermlah Momor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerntah antara Pemerintah, Pemerinlah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Habupalenota (Lembaran Negara Republk Indonesta Tahun 2007
Nomar 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 Tenlang Organisasi Peranghkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750];

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tenlang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenlang Pengefolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
A0 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana lelah divbah dengan Peraluran Pemerntah Momor 86 Tahun
A0 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2090
fentang Pengeddaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157):

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik indonesia Nomnor 58 Tahun
2009 Tenlang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menlen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahm 213 Tenlang Pendinan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor B77); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B4
Tahun 2014 tentang Pendiran Satuan Pendidkan Anak Usia Dini (Berita
Negara Repubi Indonesia Tahun 2014 Nomor 1779)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerinlah Daerah Kabupalen Majalengka {Lembaran Daersh
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daersh
Nomor 1);

Peraluran Daersh Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupalen Majalengka Tzhen 20089 Momor 10) sebagaimana telsh diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupalen Majzlengka Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Peruhahan Alas Peraluran Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Omanisasi Perangkat Deerah Kabupalen Majgiengka (Lembaran Daersh
Kabupalen Majalengka Tatwn 2011 Nomaor 8),
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Memberikan izin penyelenggaraan  Pendidikan Anak Usia Dini (FAUD) Taman
Kanak-Kanak (TK) YUDAWACANA Dess Pinangraja  Kecamatan Jatiwangi
Kabupaten Majalengka dengan ketentian sebagai berikut -

1. Menlagh Peraturan Perundang Undangan yang beriaku:

2 Dalam hal mefaksanakan proses Kegialan Belajar Mengajar dan Kurikuhum yang
digimakan mengikuti petunjuk dan aturan yang bedak,

4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarathkelancaran berdidnya
Lembaga Pendidikan Anak Usian Cani (PAUD) termaksyd Tenaga Pendidik
menjadi tanggunafawab Yayasan/Penyelenggara.

lzin sebagaimana dimakeng dalam dikium KESATU berlaky selama memenuhi
kelenian dan diovaluasi sefiap tahun, apabila legadi pelanggaran terhadap
ketentuan-kelentuan pelaksanaan penyelengargan  Taman Kanak-Kanak (TK)
tersebut, maksa izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK} ini akan dicabut.

Dengan  berdakunya Kemidusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Nomor 63 TAHUN 2014 langgal 7 April 2014 dicabut dan

: Kepulusan ini bedaky saja{: tn0gal ditetapkan dengan  ketentuan apabda

dikemudian hari temdapat kekedinian dan alau kesalahan didalamnya akan diadakan
perbaikan alau perubahan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Majslengka .
FadaTanggal 22 Felphearm 7o)
KEPALA DINAS PPNDIDIKAN

Y. Bupali Majalengka; -

Yih. Direskfur Pembinaan PALD Ditien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
Yth. Kenala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

- ¥th. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi,



